WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan pendapatan asli daerah serta
kemandirian daerah, Pemerintah Kota Semarang telah
menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota
Semarang;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen
Kependudukan tidak dipungut biaya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf
n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa
umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian
menara telekomunikasi;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas
maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
perlu ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum di Kota Semarang.
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Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5053);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);



18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Menetapkan :

dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA
SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17, angka 18, angka 19, angka 20,
angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25,
angka 26, angka 27, dan angka 28 Pasal 1 dihapus
dan diantara angka 69 dan angka 70 Pasal 1
disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 69a, angka 69b,
dan angka 69c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Walikota adalah Walikota Semarang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Tempat Penampungan Sementara adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran
ulang, pengolahan, dan /atau tempat pengolahan
sampah terpadu.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampabh.

Kakus/jamban adalah tempat pembuangan
kotoran manusia yang dibangun  untuk
menghindari kontak langsung antara kotoran
tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.

Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni
yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan
tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan
pribadi atau badan.
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Instalasi  pengolahan  lumpur tinja yang
selanjutnya disingkat (IPLT) adalah seperangkat
bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja
yang berasal dari suatu bangunan pengolah air
limbah rumah tangga individual maupun komunal
yang diangkut dengan mobil tinja.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat
TPA adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.

Mayat adalah jasad orang yang secara medis
dinyatakan telah meninggal dunia.

Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah
yang digunakan untuk keperluan pemakaman
mayat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan
dan atau digunakan untuk memakamkan mayat
dengan ukuran yang telah ditentukan.

Makam adalah areal tanah tempat mayat
dimakamkan.

Pemakaman adalah kegiatan memakamkan
mayat/kerangka mayat di tempat pemakaman.

Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam
yang dipesan dan dicadangkan untuk makam
dikemudian hari.

Makam Tumpang adalah tanah makam yang
digunakan untuk dua mayat atau lebih dalam
suatu keluarga.
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Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang
berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan
bagi lalu lintas umum.

Parkir adalah menempatkan dengan
memberhentikan kendaraan pada suatu tempat
parker di tepi jalan umum dalam jangka waktu
tertentu.

Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan
umum dalam wilayah Daerah, yang
diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan
bermotor.

Pasar adalah tempat yang disediakan oleh
pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum
dan secara langsung memperdagangkan barang
dan jasa.

. Pedagang/Wajib Retribusi adalah orang atau badan

yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar
untuk melakukan transaksi/jual beli barang
dan/atau jasa.

Los adalah bangunan permanen beratap, tidak
berdinding di dalam lingkungan pasar yang
disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli
barang dan/atau jasa.

Kios adalah bangunan permanen beratap,
berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas
tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan
sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang
dan/atau jasa.

Dasaran terbuka adalah tempat dasaran
berbentuk pelataran di Pasar sebagai fasilitas
tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap.

Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik
Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang
dipergunakan sebagai tempat untuk
transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan
jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.

Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun
sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pasar.



47.

Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan
kewenangannya di bidang Perhubungan Kota
Semarang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji
yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis
tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda
kualifikasi  teknis sesuai dengan jenjang
kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

48. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian

50.

51.

524

53.

54.

55.

56.

kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-
bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis
laik jalan. 49. Kendaraan bermotor adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang
berjalan di atas rel .

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan
bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan
bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan bagasi yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk,
tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi.

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor
selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus
dan kendaraan khusus.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor
selain daripada kendaraan bermotor untuk
penumpang dan kendaraan bermotor untuk
barang yang penggunaannya untuk keperluan
khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Kereta gandengan adalah suatu alat yang
dipergunakan untuk barang yang seluruh
bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan
dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.



57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.

65.

06.

67.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang
dipergunakan untuk mengangkut barang yang
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya
ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor
selain sepeda motor yang penggunaannya untuk
angkutan barang.

Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap
kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan
untuk menentukan kelaikan jalan.

Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor
yang dilakukan secara berkala.

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji
berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi
hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang
ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji
berkala tersebut telah memenuhi persyaratan
teknis laik jalan.

Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji
berkala yang berbentuk lempengan plat hitam
yang berisi data legitimasi termasuk masa
berlakunya hasil uji berkala dan harus dipasang
pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan
lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk
itu.

Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada
bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi
data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas
jalan terendah yang boleh dilalui serta masa uji
kendaraan yang bersangkutan.

Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi
suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar
terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan
pada waktu dioperasikan dijalan.

Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah wajib
uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah
pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi
persyaratan yang berlaku.

Jumlah  berat yang  diperbolehkan yang
selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimal
kendaraan bermotor berikut muatannya yang
diperbolehkan menurut rancangan.
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Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah
Pemeriksaan alat dan atau pengujian alat
pemadam kebakaran,alat penanggulangan
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh
Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam
kebakaran,alat penanggulangan kebakaran, dan
alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau
dipergunakan oleh masyarakat.

Biaya Cetak Peta adalah biaya yang dikeluarkan
untuk mencetak Peta Rencana Kawasan
Perumahan, Peta Rencana Kawasan Perumahan,
Perdagangan Dan Jasa, Peta Rencana Kawasan
Perdagangan dan Jasa, Peta Rencana Kawasan
Industri/Pertambangan/ Trasportrasi, Peta
Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan, Peta
Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan, Peta
Rencana Kawasan Fasilitas Umum/ Olah
Raga/Pemakaman/Wisata, dan Peta Rencana
Kawasan Pertanian TanamanPangan/Pertanian
Hortikultur/Hutan Produksi Tetap/Perikanan/
Kawasan Lindung yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem
kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus
untuk kepentingan umum yang didirikan di atas
tanah, atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung
yang dipergunakan untuk kepentingan umum
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja
yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa
bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,
desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai
sarana penunjang menempatkan perangkat
telekomunikasi seluler.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.
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Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian
kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta
penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas
dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan
Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk
diisi secara lengkap dan benar.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

Insentif Pemungutan adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan retribusi.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
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80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

81.

disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai
negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

2. Ketentuan huruf c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah
ini terdiri atas:

a.

=

S

@ o

e

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Dihapus;

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan BAB V dihapus.

BAB V

Dihapus

4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB ,
yakni BAB XI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek , Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
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(1)

(3)

Pasal 66 a

(1) Dengan nama retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi.

(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut
terhadap menara telekomunikasi yang berijin.

Pasal 66 b
Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi
adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum.
Tidak termasuk Obyek retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
menara Meteorologi dan Giofisika;
menara Pemancar Televisi;
menara Tempat Ibadah;
menara Pemancar Radio;
menara Milik Kepolisian;
menara Navigasi;
menara Penerbangan;
. menara Pencarian pertolongan dan Kecelakaan;
menara untuk Kepentingan Pertahanan Keamanan;
menara untuk Penyelenggaraan pemerintahan;
menara Teregang ( guyed tower );
menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan
dini terhadap bencana alam.
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
berlaku apabila menara telekomunikasi tersebut

T e = v B T e N OB o gl >

dipergunakan sesuai peruntukannya.

Pasal 66 ¢

Pemerintah Daerah wajib memasang plat sebagai tanda lunas
pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

(1)

(2)

Pasal 66 d
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara
telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Retribusi.
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Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 66 e

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 66 f
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan
pengawasan dan pengendalian, menara telekomunikasi
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan
kepentingan umum.

Bagian Keempat
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
Struktur dan besarnya tarif retribusi

Pasal 66 g

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 66 h

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan

Variabel penghitungan, sebagai berikut:
Variabel JENIS KAWASAN indeks
Tata Ruang/lokasi | Kawasan Pertanian, Perkebunan, 1
(Variabel I) Persawahan, Wisata
Kawasan Pelabuhan Laut, Stasiun, 1.2
Terminal
Kawasan Perdagangan, Perkantoran | 1.6
Kawasan Industri 1.8
Kawasan Bandara, Cagar Budaya, 1.8
RTH Kota, Hutan Lindung
Kawasan Hunian, Perumahan 2
Daerah milik jalan atau menara 2
kamuflase
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Jml Pengguna 1 pengguna 2
(Variabel II)
2 pengguna 1.75
> 3 pengguna 1.5
Ketinggian Menara
(Variabel III) < 10 meter 1.2
10 — 20 meter 1.4
> 20 - 40 meter 1.6
> 40 - 60 meter 1.8
> 60 meter 2

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut;

(Variable I + II+ III) Tarif dasar penarikan
T e6 X Retribusi Menara
Telekomunikasi

(3) Tarif dasar penarikan retribusi menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2016).
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I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Daerah
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,
ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.
Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
harus didasarkan pada Undang-Undang.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah
Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan
jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan
maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
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Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 103.
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